1%,

SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR?Y TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9118 Tahun 2016
tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara‘

Republik Indonesia Nomor 4286);
/



10.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto,
Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten
Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial



Menetapkan :

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23), diubah sebagai
berikut :

. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 13 dihapus dan huruf g

diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan
Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d pameran;
e. dihapus;
f. sirkus, akrobat, dan sulap;
g. permainan bilyar dan bowling;
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ﬂ

ketangkasan;



i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat
kebugaran (fitness center);
j. pertandingan olahraga; dan

k. dihapus.

0. Ketentuan ayat (3) diubah dan ayat (4) Pasal 30 dihapus,

sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
harga standar mineral bukan logam dan batuan yang
ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Dihapus

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang
berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan

oleh Gubernur.



4. Ketentuan Pasal 76 dihapus
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

19 Ditetapkan di Sawahlunto
119 NOV 2018 pada tanggal 19 November 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

_INDRA NULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014 DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,
ttd
ROVANLY ABDAMS
LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (7/131/ 2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 188.34-9118 tahun 2016 tentang Pembatalan
Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah, sebagaimana
yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, Pasal 30 ayat (4),
Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I : Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (2) huruf c “yang dimaksud
dengan kontes kecantikan adalah fashion
show”.
Pasal 11 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR Q 75



